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	RINGKASAN LAPORAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA PEMATANGSIANTAR 
TAHUN ANGGARAN 2018



	I.
	Pendahuluan.

	
	

	
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai daerah otonom mempunyai hak dan kewenangan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat (urusan absolut).
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  melaksanakan beberapa urusan seperti :

1. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri :
a. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri :
1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial
2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
3) Urusan Pemerintah Pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
a. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang administrasi pemerintahan 
b. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang perencanaan 
c. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang keuangan 
d. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang kepegawaian 
e. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang pengawasan
3. Urusan Pemerintahan Umum, 
4. Tugas Pembantuan, meliputi : tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi, dan tugas pembantuan kepada desa/kelurahan.
5. Tugas Umum Pemerintahan meliputi : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulanan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

	
	

	II.
	Dasar Hukum.

	
	

	
	Dalam penyampaian  I-LPPD  Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 ini yang menjadi dasar hukumnya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang  Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
5. [bookmark: _GoBack]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daaerah;               
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;         
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-3233 Tahun 2017  tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar  Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04  Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. 
19. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar.

	
	

	III.
	Gambaran Umum Daerah 

	
	

	
	Kota Pematangsiantar berada ± 400 m di atas permukaan laut dan beriklim agak sejuk. Penduduknya sebanyak 282.101 jiwa sangat heterogen terdiri dari berbagai macam suku seperti : Simalungun,   Toba,  Karo,  Pak-Pak,  Angkola, Nias, Mandailing,   Melayu, Aceh,   Minang, Jawa,    Sunda, Bali dan  WNI/Keturunan Asing. Persebaran penduduk pada delapan  Kecamatan dan lima puluh tiga Kelurahan. Secara Spritual masyarakat menganut agama : Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu maupun penganut kepercayaan.
Heterogennya Kota Pematangsiantar ditinjau dari segi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan, namun dalam kenyataannya kehidupan berbangsa dan bermasyarakat  sangat harmonis. Hal ini dapat dilihat dari  survey atau penelitian Lembaga Unit Kerja Presiden  Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP)  pada Tahun 2017  yang memberikan niai 5,90 atau nomor dua setelah Kota Menado dan pada Tahun 2018 sebagai Kota ter-toleran ketiga se-Indonesia.

	
	

	
	1.
	Kondisi  Geografis Daerah

	
	
	

	
	
	a. Batas Administrasi Daerah

Secara geografis Kota Pematangsiantar terletak pada garis 2° 53' 20" - 3° 01' 00"  Lintang Utara  dan 99° 1' 00" - 99° 6' 35"  Bujur Timur, batas seluruhnya adalah   wilayah Kabupaten Simalungun, dengan jarak 128 km ke Ibukota Propinsi Sumatera Utara.

b. Luas Wilayah
Luas Daerah Kota Pematangsiantar adalah 79,971 Km2 atau 0,11% dari Provinsi Sumatera Utara.

c. Topografis

Wilayah Kota Pematangsiantar berada pada ±400 m  di atas permukaan laut. Kondisi tofografi Kota Pematangsiantar berupa bukit-bukit landai dari sebelah barat ke timur dan utara. Luas daratan Kota Pematangsiantar adalah 79,971 km²  atau 0,11 % dari Provinsi Sumatera Utara. Kondisi topografi dan kelerangan merupakan salah satu faktor utama dalam mempertimbangkan rencana pemanfaatan ruang, sehingga dalam pemanfaatannya untuk dapat berfungsi sebagai kawasan budidaya khususnya pada kondisi topografi dan kelerengan yang curam/ sangat curam membutuhkan teknologi yang tinggi. Dengan demikian kondisi topografi dan kelerangan merupakan potensi sekaligus batasan dalam pengembangan lahan. Kondisi topografi dan morfologi yang hanya terdiri dari 2 morfologi yaitu datar dan landai, dan dapat dikatakan relatif datar secara keseluruhan, sehingga hampir seluruh lahan dapat dimanfaatkan sebagai lahan atau kawasan budidaya. Kondisi topografi dan kelerengan memberikan potensi untuk mengalokasikan ruang (dalam konteks perencanaan tata ruang) yang relatif mudah untuk dikembangkan dalam berbagai aktifitas perkotaan. Sebagai kawasan perkotaan yang memerlukan banyak pengembangan kearah pengembangan fisik perkotaaan sangat membutuhkan wilayah dengan kondisi topografi dan morfologi yang datar. Kota Pematangsiantar sebagian besar datar dan berbukit-bukit landai dan memiliki ketinggian ± 400  meter di atas permukaan laut (dpl).

KONDISI TOPOGRAFI MENURUT KLASIFIKASI KELERENGAN PER KECAMATAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

	No
	Kecamatan
	Datar
	Landai

	
	
	(0-2%)
	(2-8%)

	1
	Siantar Utara
	304,449
	93,951

	2
	Siantar Selatan
	205,818
	0,305

	3
	Siantar Barat
	311,51
	59,279

	4
	Siantar Timur
	323,908
	115,022

	5
	Siantar Martoba
	1.594,882
	1.023,831

	6
	Siantar Sitalasari
	802,479
	774,056

	7
	Siantar Marihat
	547,625
	154,003

	8
	Siantar Marimbun
	1.378,796
	306,095

	Jumlah
	5.469,467
	2.526,542

	Persentase
	68,5 %
	31,5 %


   Sumber : RTRW Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032

d. Kimatologi

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Kota Pematangsiantar juga mengalami dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Suhu maksimum rata-rata adalah 30,3 °C dan suhu minimum rata-rata 21,8  °C. Selama Tahun 2014 kelembaban udara rata-rata 84 persen. Rata–rata tertinggi pada bulan Agustus dan Desember masing-masing mencapai 88 persen, sedangkan curah hujan rata-rata 227 mm dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 401 mm.
Secara klimatologi  tiga Tahun terakhir kondisi Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

	NO
	URAIAN
	TAHUN 2015
	TAHUN 2016
	TAHUN 2018

	1
	2
	4
	5
	6

	1
	SUHU MINIMUM
	21,08 °c 
	21,80 °c
	20,08 °c

	
	SUHU MAKSIMUM
	30,43 °c
	30,30 °c
	30,20 °c

	2
	CURAH HUJAN
	269,08 mm
	227 mm
	176 MM


Sumber Data : Stasiun Meteorologi PPKS Balai Marihat

e. Hidrologi

Berdasarkan Kondisi eksisting, wilayah Kota Pematangsiantar dialiri oleh banyak sungai yang merupakan sumber air bagi penduduk untuk memenuhi kehiduan sehari-hari, seperti sumber air baku, irigasi pertanian, MCK maupun kebutuhan lainnya. Selain adanya sungai didalam suatu wilayah juga terdapat DAS (Daerah Aliran Sungai) ataupun WS (Wilayah Sungai. Wilayah sungai yang terdapat di Kota Pematangsiantar WS Bah Bolon, Daerah Aliran Sungai yang terdapat di Kota Pematangsiantar adalah DAS Bah Bolon dan DAS Bah Kapul. 

SUNGAI UTAMA DI KOTA PEMATANGSIANTAR

	No
	Nama Sungai
	Kecamatan
	Klasifikasi
	Lintasan

	1
	Bah Bolon

	Seluruh Wilayah Kota
	Besar
	Seluruh Kecamatan

	2
	Bah Kapul
	Siantar Sitalasari
	Besar
	Kec. Siantar Sitalasari dan Kec. Siantar Martoba

	3
	Bah Sibarambang
	Siantar Marimbun
	Besar
	Kec. Siantar Selatan dan Kec. Siantar Marimbun

	4
	Bah Sigulang-gulang
	Siantar Utara
	Besar
	Kec. Siantar Martoba, Kec. Siantar Utara dan Kec. Siantar Barat


Sumber : RTRW Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032

	
	
	

	
	
	




	
	2.
	Gambaran Umum Demografis

	
	
	

	
	
	a. Jumlah Penduduk

Penduduk Kota Pematangsiantar sangat heterogen terdiri dari berbagai macam suku     seperti : Simalungun,   Toba,  Karo,  Pak-Pak,  Angkola, Nias, Mandailing,   Melayu, Aceh,   Minang, Jawa,    Sunda, Bali dan  WNI/Keturunan Asing. Persebaran penduduk secara pada delapan  Kecamatan dan lima puluh tiga Kelurahan.
Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar pada Tahun 2018 sebanyak   282,101 terdiri dari Laki-laki sebanyak 140,192 jiwa dan perempuan sebanyak 141,909 jiwa.
Adapun komposisi jumlah penduduk  menurut  jenis kelamin  yang dirinci per Kecamatan pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

	NO
	WILAYAH
	JUMLAH  LAKI-LAKI
	JUMLAH PEREMPUAN
	JUMLAH 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Siantar Barat
	        20,629 
	            20,982 
	     41,611 

	2.
	Siantar Utara
	       26,538 
	            26,552 
	     53,090 

	3.
	Siantar Selatan
	      9,638 
	            10,382 
	    20,020 

	4.
	Siantar Timur
	      20,223 
	            20,878 
	 41,101 

	5.
	Siantar Martoba
	    25,102 
	            24,707 
	    49,809 

	6.
	Siantar Marihat
	      11,029 
	            11,142 
	  22,171 

	7.
	Siantar Marimbun
	        9,942 
	            10,225 
	 20,167 

	8.
	Siantar Sitalasari
	      17,091 
	            17,041 
	   34,132 

	TOTAL
	    140,192 
	          141,909 
	  282,101 


      Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018

b. Struktur Usia

Jumlah penduduk  yang paling banyak pada Tahun 2018 ditinjau dari  kelompok usia adalah  pada usia   15-19 Tahun dengan jumlah  25,530  jiwa atau  9.04 %, sedangkan jumlah penduduk kelompok usia yang paling sedikit kelompok umur 65-69 dengan jumlah 7,532 jiwa atau 2,66 %. Struktur Usia penduduk di Kota Pematangsiantar Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut : 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	JUMLAH PENDUDUK KOTA PEMATANGSIANTAR DIRINCI MENURUT 
STRUKTUR USIA TAHUN 2018

	No.
	KELOMPOK UMUR
	KEC. SIANTAR UTARA
	KEC.      SIANTAR BARAT
	KEC.    SIANTAR SELATAN
	KEC.  SIANTAR TIMUR
	KEC.  SIANTAR MARIHAT
	KEC.      SIANTAR MARTOBA
	KEC.      SIANTAR MARIMBUN
	KEC.      SIANTAR SITALASARI
	JLH.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	0-4
	2745
	2237
	832
	2042
	1253
	2830
	1059
	1907
	 14,905 

	2
	5-9
	4431
	3247
	1376
	3117
	1830
	4599
	1657
	2917
	 23,174 

	3
	14-15
	4679
	3398
	1583
	3455
	1919
	4908
	1821
	3100
	24,863 

	4
	15-19
	4757
	3439
	1704
	3709
	1984
	4873
	1971
	3093
	 25,530 

	5
	20-24
	4383
	3184
	1517
	3365
	1920
	4251
	1711
	2803
	 23,134 

	6
	25-29
	4265
	3166
	1560
	3374
	1852
	4000
	1612
	2711
	 22,540 

	7
	30-34
	4424
	3371
	1579
	3400
	1834
	4154
	1648
	2756
	 23,166 

	8
	35-39
	4517
	3712
	1657
	3482
	1840
	4252
	1632
	2987
	 24,079 

	9
	40-44
	3662
	2925
	1372
	2883
	1452
	3505
	1297
	2461
	19,557 

	10
	45-49
	3464
	2734
	1354
	2794
	1343
	3237
	1307
	2252
	 18,485 

	11
	50-54
	3104
	2422
	1355
	2542
	1226
	2736
	1185
	2039
	 16,609 

	12
	55-59
	2633
	2222
	1114
	2012
	1133
	2255
	1067
	1711
	14,147 

	13
	60-64
	2199
	1968
	933
	1618
	857
	1693
	832
	1209
	11,309 

	14
	65-69
	1437
	1389
	679
	1120
	638
	1059
	504
	706
	  7,532 

	15
	70 Keatas
	2390
	2197
	1405
	2188
	1090
	1457
	864
	1320
	 12,911 



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar per 31 desember 2018

c. Jenis Pekerjaan 

Penduduk Kota Pematangsiantar yang sangat heterogen dengan jumlah 282.101 jiwa mempunyai pekerjaan yang terdiri dari  : Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polisi, pedagang, petani, buruh bangunan, pegawai BUMD/BUMN/Perusahaan Swasta.

	
	
	

	
	3.
	Pendidikan

	
	
	

	
	
	Satuan Kerja Perangkat Daerah  Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam menyelengarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat Daerah yang dijabarkan  dalam Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Tahun 2018 yang diimplementasikan dengan Peraturan Walilkota Pematangsiantar Nomor : 02, 03, 04,  05, 06 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja OPD se-Kota Pematangsiantar, yang terdiri dari : 2 unit Sekretariat yaitu  Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD, 1 unit Inspetorat, 17 unit Dinas Daerah, 5 unit Badan Daerah, 8 Kecamatan yang terbagi dalam 53 Kelurahan.  Sumber Daya  Aparatur yang ada  pada Pemerintah Kota  Pematangsiantar pada Tahun 2018 terdiri dari  4630  orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan THL sebanyak 1647 orang dengan perincian sebagai berikut :

	
	
	

	JUMLAH PNS DIRINCI MENURUT GOLONGAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
DAN THL THN 2018

	NO.
	UNIT KERJA
	GOLONGAN
	PENDIDIKAN
	JENIS KELAMIN
	JLH PER OPD

	
	
	I
	II
	III
	IV
	S3
	S2
	S1
	D3
	SMA
	SMP
	SD
	LK
	PR
	ASN
	THL

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Sekretariat Daerah
	6
	41
	70
	18
	0
	13
	66
	7
	43
	1
	5
	72
	63
	135
	62

	2
	Sekretariat DPRD
	5
	11
	17
	3
	0
	1
	15
	0
	15
	2
	3
	16
	20
	36
	21

	3
	Inspektorat Daerah
	0
	3
	23
	11
	0
	5
	28
	2
	2
	0
	0
	20
	17
	37
	6

	4
	RSUD dr. Djasamen Saragih
	2
	80
	224
	79
	0
	51
	136
	123
	73
	0
	2
	93
	292
	385
	47

	5
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	1
	7
	39
	8
	0
	15
	30
	0
	8
	2
	0
	35
	20
	55
	8

	6
	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	1
	21
	67
	6
	0
	9
	55
	8
	22
	1
	0
	49
	46
	95
	38

	7
	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
	0
	10
	30
	7
	0
	8
	21
	4
	14
	0
	0
	22
	25
	47
	4

	8
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1
	6
	16
	5
	0
	2
	15
	4
	6
	1
	0
	19
	9
	28
	20

	9
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	0
	10
	15
	9
	0
	2
	17
	2
	12
	1
	0
	22
	12
	34
	10

	10
	Dinas Pendidikan
	5
	78
	845
	825
	0
	67
	1413
	133
	131
	7
	2
	408
	1345
	1753
	121

	11
	Dinas Kesehatan
	3
	96
	504
	62
	0
	42
	182
	347
	91
	1
	2
	63
	602
	665
	21

	12
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3
	22
	38
	5
	0
	5
	30
	3
	27
	2
	1
	53
	15
	68
	29

	13
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	8
	21
	27
	6
	0
	2
	27
	3
	21
	7
	2
	55
	7
	62
	42

	14
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 
	4
	59
	23
	6
	0
	2
	19
	1
	64
	4
	2
	86
	6
	92
	133

	15
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	0
	8
	25
	11
	0
	2
	32
	0
	10
	0
	0
	19
	25
	44
	14

	16
	Dinas Ketenagakerjaan
	0
	6
	17
	11
	0
	3
	22
	1
	8
	0
	0
	24
	10
	34
	7

	17
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	0
	12
	43
	16
	0
	10
	45
	5
	11
	0
	0
	35
	36
	71
	23

	18
	Dinas Lingkungan Hidup
	18
	49
	39
	5
	0
	8
	32
	1
	50
	8
	12
	81
	30
	111
	253

	19
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	0
	3
	28
	9
	0
	2
	26
	3
	9
	0
	0
	12
	28
	40
	8

	20
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1
	7
	24
	5
	0
	5
	14
	6
	11
	0
	1
	15
	22
	37
	2

	21
	Dinas Perhubungan
	4
	59
	25
	4
	0
	1
	25
	2
	58
	4
	2
	81
	11
	92
	96

	22
	Dinas Komunikasi dan Informatika
	0
	8
	20
	8
	0
	8
	16
	3
	9
	0
	0
	26
	10
	36
	16

	23
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
	0
	10
	48
	10
	0
	2
	33
	1
	31
	0
	1
	37
	31
	68
	12

	24
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	0
	13
	26
	9
	0
	2
	26
	4
	16
	0
	0
	28
	20
	48
	4

	25
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	0
	6
	16
	8
	0
	6
	11
	3
	10
	0
	0
	9
	21
	30
	9

	26
	Dinas Pariwisata
	0
	7
	20
	10
	0
	6
	18
	2
	11
	0
	0
	22
	15
	37
	16

	27
	Kecamatan S.  Marihat
	2
	15
	50
	0
	0
	2
	39
	2
	21
	2
	1
	38
	29
	67
	59

	28
	Kecamatan S.  Marimbun
	2
	5
	43
	1
	0
	4
	25
	1
	20
	1
	0
	32
	19
	51
	47

	29
	Kecamatan S.  Selatan
	2
	3
	43
	1
	0
	2
	25
	3
	17
	0
	2
	23
	26
	49
	57

	30
	Kecamatan S.  Timur
	1
	17
	45
	0
	0
	1
	27
	1
	32
	0
	2
	38
	25
	63
	107

	31
	Kecamatan S.  Utara
	1
	22
	50
	1
	0
	2
	26
	2
	42
	2
	0
	41
	33
	74
	113

	32
	Kecamatan S.  Barat
	4
	23
	51
	0
	0
	2
	28
	2
	40
	3
	3
	37
	41
	78
	113

	33
	Kecamatan S.  Martoba
	0
	14
	46
	1
	0
	 
	29
	1
	31
	0
	0
	42
	19
	61
	75

	34
	Kecamatan S.  Sitalasari
	0
	13
	32
	2
	0
	1
	25
	0
	18
	0
	3
	26
	21
	47
	54

	 
	Jumlah
	74
	765
	2629
	1162
	0
	293
	2578
	680
	984
	49
	46
	1679
	2951
	4630
	1647

	 
	JUMLAH TOTAL
	4630
	4630
	4630
	4630
	1647


 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah  Tahun 2018.

	
	

	IV.
	Kondisi Ekonomi Daerah

	
	
	

	
	1.
	Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (3 Tahun Terakhir)

	
	
	

	
	
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki residen atau non-residen.
PDRB dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode tahun penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur perekonomian daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar yang digunakan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Metode penghitungan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung. Metode Langsung dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu : Pendekatan Produksi, Pendekatan Pengeluaran, dan Pendekatan Pendapatan. Adapun Metode Tidak Langsung adalah menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional ke dalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional.
Sejak tahun 2015, BPS melakukan penghitungan PDRB dengan menggunakan tahun dasar 2010 dan tetap menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Perubahan tahun dasar dari 2000 menjadi 2010 ini berimplikasi pada perubahan lapangan usaha yang dihitung dan level PDRB masing-masing daerah. Pada tahun dasar 2000, lapangan usaha dikategorikan menjadi 9 (sembilan) sektor, sedangkan pada tahun dasar 2010 menjadi 17 (tujuh belas) sektor.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Secara umum, PDRB Kota Pematangsiantar selalu meningkat setiap tahunnya sepanjang periode 2015-2017. Pada tahun 2017, PDRB Kota Pematangsiantar menurut harga berlaku mencapai 10,56  triliun rupiah nilai ini meningkat menjadi 11,58 Triliun  pada Tahun 2016 dan  Tahun  2017 sebesar 12,44 Triliun. Rincian PDRB menurut 17 Lapangan Usaha sebagai tabel berikut :


	PDRB KOTA PEMATANGSIANTAR ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT 
LAPANGAN USAHA (JUTA RP) TAHUN 2015─2017
	NO
	LAPANGAN USAHA
	TAHUN 2015 (JUTAAN RUPIAH)
	TAHUN 2016 (JUTAAN RUPIAH)
	TAHUN 2017 (JUTAAN RUPIAH)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	198.326,5
	204.994,7
	206.668,4

	2. 
	Pertambangan dan Penggalian
	1.224,3
	1.337,4
	1.277,3

	3. 
	Industri Pengolahan
	2.361.591,1
	2.553.656,5
	2.799.509,2

	4. 
	Pengadaan Listrik dan Gas
	35.355,2
	33.774,5
	38.962,8

	5. 
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	32.605,6
	35.602,7
	39.668,3

	6. 
	Konstruksi
	1.090.958,5
	1.205.630,5
	1.310.483,,4

	7. 
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	2.538.714,3
	2.825.885,3
	3.052.796,8

	8. 
	Transportasi dan Pergudangan
	747.422,8
	822.193,5
	869.021,6

	9. 
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	627.018,3
	683.645,7
	724.005,8

	10. 
	Informasi dan Komunikasi
	181.135,5
	190.285,9
	198.943,9

	11. 
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	428.933,6
	465.231,2
	489.751,7

	12. 
	Real Estat
	766.958,6
	859.536,4
	909.162,3

	13. 
	Jasa Perusahaan
	97.394,5
	108.586,5
	118.284,5

	14. 
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	576.595,6
	630.524,6
	681.275,2

	15. 
	Jasa Pendidikan
	700.968,7
	758.241,3
	790.374,5

	16. 
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	119.448,5
	131.431,3
	138.375,5

	17. 
	Jasa lainnya
	61.676,8
	69.832,4
	75.294,4

	Produk Domestik Regional Bruto
	10,566,328.40
	11,580,390.40
	12,443,855.60


  Sumber: Pematangsiantar Dalam Angka, 2018 di olah

	
	
	

	
	
	Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB Kota Pematangsiantar pada Tahun 2015 mencapai 7,99 triliun rupiah, meningkat  8,38 Triliun pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2017 sebesar   8,75  triliun rupiah, dengan perincian atas lapangan usaha sebagai tabel berikut :


	PDRB Kota Pematangsiantar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta Rp) Tahun 2015 - 2017
	NO
	LAPANGAN USAHA
	TAHUN 2015 (JUTAAN)
	TAHUN 2016 (JUTAAN)
	TAHUN 2017 (JUTAAN)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	153.625,9
	154.896,6
	155.033,2

	2. 
	Pertambangan dan Penggalian
	939,9
	979,2
	953,9

	3. 
	Industri Pengolahan
	1.761.476,5
	1.824.592,4
	1.924.989,6

	4. 
	Pengadaan Listrik dan Gas
	25.185,8
	25.500,9
	26.948,8

	5. 
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	24.664,6
	25.825,7
	26.590,3

	6. 
	Konstruksi
	760.281,5
	791.923,3
	815.295,5

	7. 
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	2.011.571,2
	2.134.772,8
	2.245.830,8

	8. 
	Transportasi dan Pergudangan
	552.834,2
	587.058,7
	625.570,2

	9. 
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	451.762,0
	475.312,0
	497.904,7

	10. 
	Informasi dan Komunikasi
	180.248,5
	188.127,3
	195.372,3

	11. 
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	314.882,2
	326.568,0
	334.085,8

	12. 
	Real Estat
	548.998,6
	586.637,8
	605.381,4

	13. 
	Jasa Perusahaan
	70.119,5
	74.373,5
	76.992,8

	14. 
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	405.193,5
	412.104,4
	419.881,3

	15. 
	Jasa Pendidikan
	590.812,5
	624.339,3
	645.217,3

	16. 
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	94.317,9
	99.393,9
	103.627,3

	1. 
	Jasa lainnya
	45.457,0
	48.417,4
	50.557,7

	Produk Domestik Regional Bruto
	7,992,371.30 
	8,380,823.20 
	8,750,232.90 


Sumber: Pematangsiantar Dalam Angka Tahun 2018 diolah

	
	
	

	
	
	b. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Atas  Dasar Harga Berlaku dengan Harga konstan 2010 sebagai tabel berikut :

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA ATAS  DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN 2015-2017 
	 Tahun
	ADHB
	ADHK

	1
	2
	3

	2015
	42.707.593,03
	32.304.024,88

	2016
	46.409.051,52
	33.589.801,01

	2017
	49.475.993,05
	34.790.380,00


Sumber: Pematangsiantar Dalam Angka Tahun 2018 diolah


PDRB perkapita Kota Pematangsiantar berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2015 sebesar Rp. 42.707.593,03 dan terus meningkat sampai dengan   Rp. 49.475.993,05 di Tahun 2017. Hal yang relatif sama terlihat pula dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010.   

	
	
	

	V.
	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

	
	
	

	
	1.
	Visi dan Misi Kota  Pematangsiantar

	
	
	
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah  (Renstra OPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah  (Renja OPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
Sesuai Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. 
Berdasarkan hal tersebut RPJMD ini disusun dengan memuat Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota terpilih yang mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 serta berpedoman kepada RPJMD ke-3 pada RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018.
Berpedoman kepada RPJMD ke-3 pada RPJPD dan RTRW dimaksud dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Berpedoman pada RPJMN dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi,misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional, bidang-bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan. Demikian halnya dengan RPJMD Provinsi dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan,  prioritas pembangunan jangka menengah provinsi. 
Mengingat visi, misi, dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan hasil proses politik secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kerja dimaksud dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.  Sekaitan dengan hal tersebut, prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi : 
· Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 
· Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 
· Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahwa visi pembangunan nasional pada RPJMN Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong“ yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi yakni :
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan. 
2. Mewujudkan masyarakat maju,  berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim. 
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Untuk mewujudkan Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 

Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Provinsi, maka Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Tahun 2013-2018 mempunyai visi : “ Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera “ dengan misi :
1. Membangun reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujdkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 

Sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Provinsi, maka Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Tahun 2013-2018 mempunyai visi : “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera“ dengan misi :
1. Membangun reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government).
2. Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
4. Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. 
5. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Visi dan misi tersebut dituangkan kedalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan, yaitu : 
1. Peningkatan kehidupan beragama, penegakkan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
2. Peningkatan aksessibilitas dan kualitas pendidikan.
3. Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan.
4. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan, penerapan teknologi, inovasi dan kreatifitas daerah.
5. Peningkatan infrastruktur, pengembangan wilayah, mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup mendukung daya saing perekonomian.
6. Peningkatan ekonomi kerakyatan.
7. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
8. Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian, kelautan dan perikanan.
9. Mendukung dan mendorong kebijakan nasional di daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, arah Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 pada periode RPJMD ke-3 (2015-2020) adalah : 
a. Peningkatan lanjut kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
b. Peningkatan daya saing dengan penguatan lembaga ekonomi masyarakat, koperasi dan sistem pendukung lainnya.
c. Pengembangan lanjut kompetensi sumber daya manusia.
d. Pengembangan daya saing regional sektor unggulan.
e. Pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur menuju kota perdagangan dan jasa yang unggul. 

Target atau sasaran pembangunan daerah pada periode RPJMD ke-3 tersebut adalah : 
1. Menuju kualitas pelayanan dasar masyarakat yang lebih baik.
2. Berkembangnya daya saing regional produk dan jasa unggulan. 
3. Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur menuju era perdagangan dan jasa. 

Prioritas pembangunan daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022  diarahkan pada: 
1. Pembangunan Bidang Infrastruktur difokuskan pada : pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi, prasarana air bersih, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana kantor pemerintahan dan kantor lainnya,dan prasarana pasar tradisional. 
2. Pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat lingkungan sehat dan pencegahan, pemberantasan penyakit dan perbaikan gizi masyarakat. 
3. Pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan tata kelola pendidikan. 
Pembangunan bidang perdagangan dan jasa difokuskan pada peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha sektor rill, pengembangan koperasi dan UKM, perdagangan dan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

	
	
	Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Rujukan utama pada visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa 5 (lima) tahun. 
Berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2017-2022, maka ditetapkan Visi Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022 yaitu meneruskan terwujudnya Kota “Mewujudkan Kota Pematangsiantar Mantap, Maju dan Jaya”. 

Makna dari visi tersebut adalah : 
1. Mantap : Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam, sumber daya buatan maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil, kondusivitas yang terkendali serta berbasis pembangunan yang berkelanjutan untuk memberikan andil dalam pembangunan daerah.
2. Maju : Dalam arti kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Pematangsiantar secara berkelanjutan 
Jaya : Dalam arti hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan.

	
	
	Dari visi di atas, sebagai implementasinya maka dirumuskan misi Kota Pematangsiantar sebagai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meneruskan perwujudan visi “Mewujudkan Kota  Pematangsiantar Mantap, Maju dan Jaya”. Dari visi tersebut maka ditetapkan Misi Kota Pematangsiantar 5 tahun kedepan dimaknai dengan : 
1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih 
Pemerintahan yang yang bersih mempunyai makna bahwa proses penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan melalui proses yang demokratis dan transparan dengan mengikut sertakan masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memenuhi azas keadilan. Pemerintahan yang akuntabel menggambarkan kemampuan untuk menjawab harapan masyarakat berupa pemerintahan yang bersih, professional dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kota serta pertanggungjawaban secara konstruktif dan proporsional.   
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Pendidikan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah pendidikan yang terjangkau bagi warga kota serta pendidikan mampu menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global sehingga mampu menghadapi perubahan serta tantangan perkembangan kemajuan zaman.  
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Pematangsiantar sehat melalui upaya prefentif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.  
4. Memperkuat  Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi.
UMKM merupakan penyangga ekonomi masyarakat kota yang cukup signifikan sehingga kemampuan UMKM dari segi penataan, pengelolaan managemen, teknologi, dan permodalan perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan dunia usaha diharapkan bersama-sama antara Pengusaha Besar dengan UMKM melalui kerjasama yang saling menguntungkan dalam konteks kemitra sejajaran yang didukung oleh iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan investasi.    
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 
Misi ini bertujuan melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis lingkungan hidup (green city) dan estetika (keindahan) kota. Upaya ini dilakukan melalui penataan lingkungan kota dan peningkatan fungsi maupun kapasitas prasarana, sarana  dan utilitas (PSU) lingkungan kota melalui kerjasama dan peran serta masyarakat.     
6. Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah. 
7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, pengentasan kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim kerja.  

Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun2017-2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan akan dicapai dalam masa 1 hingga 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengaku kepada pernyataan visi dan misi dan didasarkan atas isu-isu kajian strategis. Berdasarkan visi, misi, dan isu-isu strategis, dapatlah ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam 5 tahun. Untuk Kota Pematangsiantar, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dapat dilaksanakan dengan ini : 

1. Optimalisasi Pemerintahan yang Bersih 
Tujuan dari misi ini  adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan tersebut, maka sasaran pokok pembangunan adalah terciptanya kualitas pelayanan publik yang prima serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.  
2. Meningkatakan Kualitas Pendidikan
Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta meningkatkan program-program pelatihan formal dan informal untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan generasi muda. Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan, maka yang menjadi sasaran pokok pembangunan adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan kebutuhan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan  
Tujuan dari misi ini adalah Kota Pematangsiantar sehat melalui upaya prefentif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan tujuan yang akan dicapai maka sasaran pokok pembangunan adalah membangun budaya hidup bersih dan sehat yang berkualitas serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas, Pustu, Posyandu dan meningkatkan jejaring pelayanan KB secara merata dan terjangkau.
4. Memperkuat Sistem Ekonomi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi 
Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kemampuan UKM dan Koperasi dari segi penataan, pengelola manajemen,  permodalan, pertumbuhan dunia usaha dengan meningkatkan peran bersama antara pengusaha besar dengan UKM dan Koperasi melalui kerjasama yang saling menguntungkan dalam konteks kemitrasejajaran yang didukung oleh iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan investasi untuk mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran pokok adalah :
a. Meningkatkan pengelolaan secara optimal potensi letak geografis dengan daya dukung lingkungan terutama sektor perdagangan dan jasa guna meningkatkan kesempatan kerja (rasio penduduk yang bekerja/hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja).
b. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha perdagangan dan jasa pada sektor riil, UKM, koperasi dan pariwisata, perhotelan, restoran, agribisnis, pariwisata dan sektor lainnya yang mendukung perdagangan dan jasa.
5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur 
Tujuan dari misi ini adalah melakukan percepatan serta kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kota berbasis lingkungan hidup (green city) dan estetika (keindahan)kota melalui penataan lingkungan dan peningkatan fungsi maupun kapasitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran pokok pembangunan adalah meningkatkan percepatan pembangunan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta mempercepat pengembangan kawasan pinggiran (polisentris) yang diselaraskan dengan RTRW. 
6. Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Dan Profesional
Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah serta menerapkan sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan (costumer oriented). Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran pokok pembangunan adalah meningkatnya kinerja PNS/THL di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar serta mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkarakter. 
7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran Yang Efisien dan ProRakyat
Tujuan dari misi ini adalah mengoptimalkan kemampuan keuangan daerah serta kerjasama multi sektoral. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran pokok pembangunan adalah Mewujudkan kemandirian keuangan daerah, efisiensi penggunaan anggaran, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan iklim kerja pembangunan dilakukan secara menyeluruh di wilayah kota pematangsiantar dengan tujuan agar pembangunan dapat menjangkau seluruh lokasi dengan prinsip pemerataan pembangunan dan mendekatkan jarak pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan untuk sasaran dari setiap tujuan yang dijabarkan dari sasaran pokok pada setiap misi dan indikator kinerja untuk setiap sasaran.

	
	
	

	
	2.
	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

	
	
	

	
	
	Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah  arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang antara lain :
a. Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan. 
b. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
c. Mengatur suatu mekanisme tindak lanjut pelaksanaan pencapaian tujuan.
d. Menciptakan langkah atau prosedur yang mengarah kepada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan. 

Arah kebijakan secara teknis akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, BUMD dan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing OPD dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. 
Arah Kebijakan dimaksud akan diimplementasikan kedalam program pembangunan daerah dan dilaksanakan atas dasar kewenangan pemerintah daerah terhadap urusan wajib dan urusan pilihan, dimana masing-masing perangkat daerah dapat melaksanakan atau menggunakan suatu program yang bersamaan walaupun OPD-nya berbeda akan tetapi harus disesuaikan dengan masing-masing tupoksi.

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Secara umum kondisi ekonomi makro Kota Pematangsiantar cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari momentum meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah memanfaatkan momentum percepatan perekonomian dengan memusatkan upaya perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. 
Selain itu, pemerintah daerah berpegang pada strategi pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan (Pro-Growth), memperluas kesempatan kerja (Pro-Job), menanggulangi kemiskinan (Pro-Poor), dan merespon persoalan-persoalan lingkungan (Pro-Environtment).
Arah kebijakan ekonomi Kota Pematangsiantar Tahun 2018 adalah peningkatan ekonomi kerakyatan (perdagangan dan jasa) dengan kebijakan :
a. Memantapkan kondisi infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;
b. Menguatkan kelembagaan UMKM, melalui peningkatan kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan pemasaran;
c. Meningkatkan daya saing industri baik skala lokal, nasional maupun internasional;
d. Menguatkan jaringan distribusi dan perdagangan pasar dalam negeri maupun luar negeri;
e. Memantapkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah berdasarkan RTRW untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar;
f. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
g. Memantapkan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
h. Menguatkan dukungan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan dan Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gemma Pangan);
i. Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata yang mencerminkan jati diri masyarakat Kota Pematangsiantar, antara lain: wisata budaya, wisata kuliner, becak wisata dan lain – lain.
Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global serta data-data makro lainnya di masing-masing daerah. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing serta belum pulihnya krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keberlangsungan pembangunan berkorelasi linier dengan kemampuan keuangan daerah yang diprogramkan/dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. 
Kemampuan keuangan daerah sangat ditentukan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergambar dari beberapa kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Pusat untuk mengalihkan beberapa pungutan kepada daerah. Pada gilirannya daerah diharapkan mampu memaksimalkan potensi PAD-nya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan, antara lain :
a. Pemberdayaan aparatur daerah dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja;
b. Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik di tingkat Daerah maupun Pusat;
c. Memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka tempat-tempat pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
d. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak dan retribusi serta sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan  pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah; dan
e. Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer serta lain-lain Pendapatan yang sah.
Arah pengelolaan Pendapatan daerah Kota Pematangsiantar tahun 2018 dilakukan melalui mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya serta penyempurnaan regulasi, yang diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan tanpa mengabaikan aspek kewajaran.

a. Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penggunaannya, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial serta kebijakan belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dialokasikan dan bukan sekedar tugas serta fungsi institusi yang bersangkutan.
b. Arah Pembiayaan Daerah
Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan pasal 17 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional Bruto tahun bersangkutan. Penerimaan pembiayaan diharapkan bersumber dari SILPA Tahun Anggaran tahun sebelumnya sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada penyertaan modal kepada Bank Daerah dan Perusahaan Daerah serta melanjutkan program pemberian dana bergulir untuk pelaku ekonomi kecil dan koperasi.
c. Kebijakan Umum Anggaran
Berdasarkan Undang-undang Nomor  23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja daerah utuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar meliputi : 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,  4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 6) Sosial.
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar meliputi :  1) Tenaga Kerja, 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 3) Pangan, 4) Pertanahan, 5) Lingkungan Hidup, 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 9) Perhubungan, 10) Komunikasi dan Informatika, 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 12) Penanaman Modal, 13) Kepemudaan dan Olahraga, 14) Statistik, 15) Persandian, 16) Kebudayaan, 17) Perpustakaan, 18) Kearsipan.
Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi : 1) Kelautan dan Perikanan, 2) Pariwisata, 2) Pertanian, 3) Kehutanan, 4) Energi dan Sumber Daya Mineral, 5) Perdagangan, 6) Perindustrian, 7) Transmigrasi.

A. Pendapatan Daerah
a) Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan optimal, sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan kepada masyarakat, termasuk pelayanan perizinan.
b) Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
c) Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga memperoleh dana perimbangan yang memadai.
d) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
e) Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat bawah (wajib pajak dan wajib retribusi) sampai dengan SKPD Pengelola PAD.
f) Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik.
g) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan SKPD Pengelola PAD.
h) Mengoptimalkan kinerja BUMD (Badan Layanan Umum Daerah/ BLUD dan Perusahaan Daerah/ PD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
i) Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak seperti PPh, BPHTB, PBB Perdesaan dan Perkotaan.
j) Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplayer ke arah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah.
k) Mengkaji sumber pendapatan daerah yang baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah serta mengkaji ulang Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.
B. Belanja Daerah
a) Belanja urusan wajib dalam usaha peningkatan pelayanan dasar serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan.
b) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu dengan orientasi pencapaian input, output, outcome, benefit dan impact.
c) Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, perhatian yang maksimal akan diupayakan dalam mendukung pertumbuhan dan peningkatan investasi.
d) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan harus mengacu pada tujuan yang spesific, measurable, acceptable, reliable, time bound (SMART).
e) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan DBH pajak, DBH sumber daya alam, DAU, DAK dan dana pendamping (cost sharing) pada program/ kegiatan yang berasal dari pusat maupun Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Pembiayaan Daerah
a) Penganggaran  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  Tahun  Anggaran Sebelumnya  (SILPA)  dihitung  berdasarkan  perkiraan  yang  rasional. 
b) Melakukan   penyertaan  modal  pada  PT. Bank Sumut dan Perusahaan Daerah untuk  memperkuat  struktur  permodalan,  sehingga dapat  lebih  berkompetisi,  tumbuh  dan  berkembang.
c) Dalam  rangka  pemberdayaan  Koperasi dan UMKM,  Pemko menganggarkan investasi  dalam bentuk dana bergulir untuk  penguatan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

	
	
	

	
	3.
	Prioritas Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018.

	
	
	

	
	
	Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi strategis wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan wilayah (4) rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien
Menelaah prioritas dan sasaran pembangunan dan  Tema Pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2018 dituangkan kedalam 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan, yaitu : 
1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur, sarana dan prasarana, serta pengendalian dan pengawasan yang akuntabel.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, anak didik, dan sarana/ prasarana pendidikan.
3. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan.
4. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pencerahan (enlightment), pengayaan (enrichment), pelibatan (involvement), dan pemberdayaan (empowering) masyarakat.
5. Meningkatkan kemampulayanan (servicebility) infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi (perdagangan dan jasa).
6. Sinkronisasi dan pemantapan penyelenggaraan tata ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dokumen perencanaan lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
7. Mendorong pertumbuhan sektor riil dan investasi daerah melalui  pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BLUD/Perusahaan Daerah, kerjasama antar daerah dan pusat.
8. Mengembangkan potensi pariwisata dengan memanfaatkan keunggulan letak geografis sebagai pintu gerbang dan perlintasan destinasi Danau Toba melalui promosi, merangsang pertumbuhan investasi pariwisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana pendukung pariwisata.
9. Meningkatkan produksi, produktifitas dan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi kerakyatan.
10. Menumbuhkembangkan upaya-upaya peningkatan kualitas, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11. Pembinaan generasi muda dalam upaya menumbuhkembangkan etos kerja yang progresif dan inovatif.		
Sejalan dengan hal tersebut, tema dan prioritas pembangunan tersebut dijabarkan melalui berbagai program yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) Kota Pematangsiantar yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing SKPD dan dikonsultasikan atau dikoordinasikan dengan Pemerintah Atasan, antar SKPD dan Stakeholders lainnya. Berbagai program tersebut dijelaskan sebagaimana berikut :

	
	
	

	MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018
	OPD PELAKSANA
	 PROGRAM

	1
	2

	Seluruh SKPD
	1) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

	
	2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

	
	3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

	
	4) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

	
	5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

	
	6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	
	7) Program Pengembangan Data/Informasi

	
	8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

	Dinas Pendidikan (Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan)
	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini

	
	2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

	
	3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

	
	4) Program Pendidikan Non Formal

	
	5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

	
	6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

	
	7) Program Pembinaan Karakter

	
	8) Program Pengembangan Kemitraan

	Dinas Kesehatan (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

	
	2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

	
	3) Program Pengawasan Obat dan Makanan

	
	4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

	
	5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

	
	6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

	
	7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

	
	8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

	
	9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

	
	10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

	
	11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

	
	12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

	
	13) Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

	
	14) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
15) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
16) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
17) Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
18) Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
19) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
20) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
	1) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

	
	2) Pembangunan Jalan dan Jembatan

	
	3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

	
	4) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Drainase

	
	5) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

	
	6) Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Irigasi

	
	7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya

	
	8) Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

	
	9) Program Perencanaan Tata Ruang

	
	10) Program Pemanfaatan Ruang

	Satuan Polisi Pamong Praja (Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)
	1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	
	2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

	
	3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

	
	4) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kenyamanan dan Keamanan di Masyarakat

	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
	1) Program Pengembangan Perumahan

	
	2) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

	
	3) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

	
	4) Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

	
	5) Program Lingkungan Sehat Perumahan

	
	6) Program Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan dan Lingkungan Permukiman

	
	7) Program Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan Umum 

	
	8) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

	
	9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Fungsi Penunjang Perencanaan)
	1) Program Pengembangan Data/Informasi

	
	2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

	
	3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

	
	4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

	
	5) Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

	
	6) Program Optimalisasi Penggunaan Jalan

	
	7) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
8) Program Pengembangan Penelitian

	Dinas Komunikasi dan Informatika (Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian)
	1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

	
	2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
3) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
4) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
5) Program Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik
6) Progra Pengembangan dan Implementasi e-Government
7) Program Pengembangan Layanan dan Data Informasi Daerah
8) Program Peningkatan Pelayanan Keamanan Informasi Daerah

	Dinas Lingkungan Hidup (Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup)
	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

	
	2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

	
	3) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

	
	4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

	
	5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

	
	6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

	
	7) Program Peningkatan Kualitas Kebersihan, Lingkungan Hidup, Masyarakat Perkotaan 

	
	8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan

	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
	1) Program Keluarga Berencana

	
	2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

	
	3) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

	
	4) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

	
	5) Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Bayi

	
	6) Program Peningkatan Pertumbuhan Kualitas Hidup Anak

	
	7) Program Penyebaran Pelayanan Pasangan Usia Subur

	
	8) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
	1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

	
	2) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

	
	3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

	
	4) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

	
	5) Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

	
	6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Para Penyandang Cacat dan Trauma

	
	7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

	
	8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

	
	9) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG)

	
	10) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
11) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
12) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
13) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 

	Dinas Ketenagakerjaan (Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja)
	1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

	
	2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

	
	3) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

	
	4) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja 

	
	5) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

	
	6) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

	
	7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

	Dinas Koperasi, Usaha Kecil  Menengah, dan Perdagangan (Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)
	1) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

	
	2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

	
	3) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

	
	4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

	
	5) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

	
	6) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

	
	7) Program Pembinaan Industri

	
	8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Asongan

	
	9) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

	
	10) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

	
	11) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
12) Program Pembinaan Pedagang Pelaku Ekonomi Kreatif dan Asongan
13) Program Penataan Struktur Perdagangan
14) Program Penataan Struktur Industri

	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
	1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

	
	2) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

	
	3) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

	Dinas Pariwisata (Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Budaya dan Olahraga)
	1) Program Prioritas Promosi Pariwisata

	
	2) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

	
	3) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

	
	4) Program Pengembangan Nilai Budaya

	
	5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

	
	6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

	
	7) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

	
	2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

	
	3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

	
	4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

	
	5) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
6) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
7) Program Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 
8) Program Perencanan Pembangunan Daerah
9) Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

	Sekretariat Daerah
	1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

	
	2) Program Penyempurnaan dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Politik

	
	3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

	
	4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

	
	5) Program Pembinaan Otonomi Daerah

	
	6) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

	
	7) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

	
	8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

	
	9) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

	
	10) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

	
	11) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah

	
	12) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

	
	13) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

	
	14) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

	
	15) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/ Perkebunan
16) Program Pembinaan Pendidikan
17) Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan
18) Program Peningkatan Kesejahteraan
19) Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan
20) Program Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
21) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
22) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
23) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
24) Program Penguatan Kelembagaan Komunikasi, Informasi dan Hubungan Antar Daerah
25) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
26) Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

	Sekretariat DPRD
	1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

	
	2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

	Badan Pengelola Keuangan Daerah (Fungsi Penunjang Keuangan)
	1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	
	2) Program Penataan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

	Inspektorat
	1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

	
	2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

	
	3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

	
	4) Program Mengintensifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat
5) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

	Badan Kepegawaian Daerah
	1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

	
	2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat)
	1) Program Penanggulangan Bencana

	
	2) Program Penanganan Tanggap Darurat

	
	3) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

	
	4) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

	
	5) Program Penguatan Kelembagaan

	
	6) Program Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana

	Kecamatan
	1) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

	
	2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

	
	3) Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita

	
	4) Program Pemberdayaan Kelurahan Terpadu

	
	5) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

	
	6) Program Peningkatan Kualitas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Masyarakat Perkotaan

	
	7) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

	
	8) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kecamatan dan Kelurahan

	
	9) Progam Penataan Administrasi Kependudukan

	
	10) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
11) Program Wawasan Kebangsaan
12) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
14) Program Pendidikan Anak Usia Dini
15) Program Pengelolaan RTH

	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan)
	1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

	
	2) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

	
	3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

	
	4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian)
	1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

	
	2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	
	3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

	
	4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

	
	5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

	
	6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

	
	7) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

	
	8) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

	
	9) Program Peningkatan Agribisnis

	
	10) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

	
	11) Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

	
	12) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

	
	13) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

	
	14) Program Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

	
	15) Program Peningkatan Produk, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan 

	
	16) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

	
	17) Program Peningkatan Produksi Tanaman Holtikultura

	Dinas Perhubungan (Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan)
	1) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

	
	2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

	
	3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

	
	4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

	
	5) Program Penyusunan Data/Informasi
6) Program Perencanaan Pembangunan

	Program PDAM Tirta Uli
	1) Penambahan kapasitas produksi dengan perlengkapan sistem termasuk pembangunan reservoir.

	
	2) Optimalisasi unit produksi mata air dengan penambahan bak pengumpul, reservoir dan pekerjaan-pekerjaan elektrikal.

	
	3) Penggantian pipa distribusi utama dan sekunder untuk menurunkan tingkat kehilangan air.

	
	4) Bidang Keuangan

	
	5) Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

	
	6) Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat

	
	7) Bidang Umum dan Administrasi

	
	8) Penyesuaian tarif air minum untuk menutupi biaya yang terus meningkat.

	
	9) Memperoleh pendanaan dari pemerintah daerah serta pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program teknik yang telah ditetapkan.

	Program PD Pembangunan dan Aneka Usaha
	1) Perumahan dan Permukiman

	
	2) Transportasi dan Ekspedisi

	
	3) Perhotelan dan Kepariwisataan

	
	4) Perparkiran

	
	5) Konstruksi

	
	6) Kesehatan dan Farmasi

	
	7) Pendidikan dan Pelatihan

	
	8) Perkantoran dan Pertokoan

	
	9) Pertanian dan Perkebunan

	
	10) Pertambangan dan Energi

	
	11) Kebersihan dan Petamanan

	
	12) Perbankan dan Asuransi

	
	13) Percetakan

	
	14) Informasi dan Telekomunikasi

	
	15) Perbengkelan

	
	16) Olahraga

	
	17) Perdagangan dan Industri Manufaktur

	
	18) Makanan dan Minuman

	
	19) Jasa Lainnya.

	Program PD Pasar Horas Jaya
	1) Melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau mengelola infrastruktur pasar dan fasilitas pendukung pasar

	
	2) Melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar

	
	3) Membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa

	
	4) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang bersifat membangun kepada para pihak

	
	5) Melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar tradisional

	
	6) Melakukan usaha perdagangan barang dan jasa profesional berskala pasar semi modern dan modern.

	
	7) Melakukan usaha lain dan menyertakan modal pada Badan Usaha Lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah.

	
	8) Mengembangkan usaha dengan membentuk cabang, unit-unit usaha dan perwakilan serta anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).


Sumber : RPKD Kota Pematangsiantar Tahun 2018.

	
	
	

	VI.
	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

	
	

	
	1.
	Belanja Daerah

	
	
	

	
	
	Berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota  yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan  yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. 
Adapun klasifikasi belanja menurut fungsi  terdiri dari:
1. Klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; 
2. Klasifikasi untuk tujuan keselarasan serta keterpaduan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : Pelayanan Umum; Ketertiban Dan Keamanan; Ekonomi; Lingkungan Hidup; Perumahan Dan Fasilitas Umum; Kesehatan; Pariwisata Dan Budaya; Agama; Pendidikan; serta Perlindungan Sosial.
Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa asumsi pokok yang akan mempengaruhi kebijakan belanja adalah :
a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan.
b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kota Pematangsiantar 2017-2022.
Pada T.A. 2018 anggaran belanja daerah Kota Pematangsiantar ditetapkan sebesar                         Rp. 1.098.769.043.779,19 terealisasi sebesar Rp. 946.371.514.745,45  atau 86,13 % yang dialokasikan untuk   Belanja Langsung Sebesar Rp.  613.500.882.584,51 terealisasui sebesar                  Rp. 486.688.957.235,03 atau 79,33 %, untuk Belanja Tidak langsung sebesar                                              Rp.  485.268.161.194,68 dan terealisasi sebesar Rp. 459.682.557.519,42 atau 94,73 %.  Penerimaan pendapatan yang bersumber dari beberapa penerimaan sebesar  Rp. 1.027.077.515.321,80 dan terealisasi sebesar RP. 942.281.302.172,78  atau  91,74 %.
Pencapaian  Kinerja keuangan  atas target yang direncanakan  dapat direalisasikan  pada Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

	
	
	





	TARGET DAN REALISASI BELANJA 2018

	NO.
	JENIS BELANJA
	TARGET
	REALISASI
	%
	SISA KURANG / LEBIH

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Belanja Langsung
	613.500.882.584,51
	486.688.957.235,03
	79,33
	(126.811.925.349,48)

	2
	Belanja Tidak Langsung
	485.268.161.194,68
	459.682.557.519,42
	94,73
	(25.585.603.675,26)

	
	Jumlah
	1.098.769.043.779,19
	  946.371.514.745,45
	86,13
	  (152.397.529.024,74)


Sumber : Data Laporan Keuangan Unaudited pertanggal 28/1/2019

	
	
	

	
	2.
	Pendapatan Daerah

	
	
	

	
	
	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Keberlangsungan pembangunan nampaknya memang mustahil apabila tidak memperhatikan keberadaan keuangan, artinya tingkat percepatan daerah yang ingin membangunan tidak terlepas dengan ketersediaan keuangan daerah tersebut, yang tentunya juga dari ketersediaan keuangan dengan jumlah dana yang ada.
Keuangan suatu daerah akan nampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tentunya secara umum berasal dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Pendapatan Asli Daerah. 
Sekarang dan kedepan paradigma yang akan terjadi adalah keuangan daerah sangat ditentukan dari segi jumlah adalah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ini telah dimulai dengan beberapa kebijakan suatu peraturan yang diterbitkan Pemerintah Pusat untuk mengalihkan beberapa pungutan kepada daerah.
Indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terciptanya sumber  pendapatan daerah potensial yang diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan dan perundang-undangan melalui : 
1) Pemberdayaan segenap aparat, dengan cara meningkatkan motivasi, disiplin dan etos kerja dalam rangka meningkatkan kinerja;
2) Meningkatkan koordinasi dengan segenap instansi dan institusi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah baik di tingkat Daerah maupun Pusat;
3) Memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka tempat-tempat pelayanan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya sepanjang dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah;
4) Sosialisasi melalui pemanfaatan berbagai media komunikasi dalam rangka intensifikasi pungutan  pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lain-lain yang sah; dan
5) Melakukan pendekatan yang intensif dengan berbagai pihak, baik dalam rangka peningkatan sumbangan pihak ketiga maupun penerimaan yang bersumber dari bagi hasil dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada Tahun Anggaran 2018 Target dan Realisasi Pendapatan Kota Pematangsiantar sebagai berikut  :

	
	
	

	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2018
	NO.
	JENIS PENERIMAAN
	TARGET
	REALISASI
	%
	SISA KURANG / 
LEBIH

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1. Pendapatan Asli Daerah
	133.392.762.772,80 
	100.418.720.291,78 
	75,28 
	(32.974.042.481,02)

	
	2. Pendapatan  Pajak Daerah
	40.100.000.000,00 
	46.460.214.440,08 
	115,86 
	6.360.214.440,08 

	
	3. Pendapatan Retribusi Daerah
	13.299.773.000,00 
	10.998.225.550,00 
	82,69 
	(2.301.547.450,00)

	
	4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	11.291.366.386,80 
	11.209.961.923,00 
	99,28 
	(81.404.463,80)

	
	5. Lain-Lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah
	68.701.623.386,00 
	31.750.318.378,70 
	46,21 
	(36.951.305.007,30)

	2
	1. Dana Perimbangan
	808.465.215.000,00 
	796.804.963.671,00 
	98,56 
	(11.660.251.329,00)

	
	2. Bagi Hasil Pajak
	25.938.242.000,00 
	21.637.332.321,00 
	83,42 
	(4.300.909.679,00)

	
	3. Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam
	3.370.191.000,00 
	3.694.879.965,00 
	109,63 
	324.688.965,00 

	
	4. Dana Alokasi Umum
	583.106.207.000,00 
	583.106.207.000,00 
	100,00 
	-   

	
	5. Dana Alokasi Khusus
	196.050.575.000,00 
	188.366.544.385,00 
	96,08 
	(7.684.030.615,00)

	3
	1. Dana Insentif Daerah
	                    -   
	                     -   
	          -   
	 -   

	
	2. Dana Insentif Daerah
	                    -   
	-   
	          -   
	          -   

	4
 
	1. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang  Sah
	85.219.537.549,00 
	45.057.618.210,00 
	  52,87 
	(40.161.919.339,00)

	
	2. Pendapatan Hibah
	23.960.400.000,00 
	                   -   
	          -   
	(23.960.400.000,00)

	
	3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan  Pemerintah Daerah Lainnya
	41.259.137.549,00 
	25.195.360.601,00 
	   61,07 
	(10.371.376.219,00)

	
	4. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
	                  -   
	           -   
	          -   
	         -   

	
	5. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
	20.000.000.000,00 
	19.862.257.609,00 
	   99,31 
	(137.742.391,00)

	 
	J U M L A H
	1.027.077.515.321,80 
	942.281.302.172,78 
	   91,74 
	(84.796.213.149,02)


Data Laporan Keuangan Unaudited  pertanggal 28/1/2019.

	
	
	

	
	
	Dalam rangka optimalisasi pajak daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui 2 (dua) kegiatan, yakni :
a. Ekstensifikasi
Ekstensifikasi adalah kegiatan mendata dan mendaftarkan potensi usaha/ objek pajak, yang belum terdaftar menjadi wajib pajak. 
Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku instansi pelaksana pemungutan pajak daerah secara real time dan up to date melaksanakan ekstensifikasi potensi pajak daerah baru melalui pembentukan satgas pajak, meningkatkan kompetensi fiskus, sosialisasi, peningkatan mutu pelayanan dan pemberian reward kepada wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari progres kenaikan objek pajak daerah di kota pematangsiantar;
b. Intensifikasi
Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi/ peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar.
Intensifikasi merupakan salah satu metode untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah, kegiatan ini telah dilaksanakan oleh pemerintah kota pematangsiantar melalui BPKD, sebagai berikut :
1) Pajak hotel, intensifikasi pajak hotel dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah pajak terutang beberapa hotel yang menyediakan fasilitas hiburan seperti pub, karaoke, fitness dan kolam renang;
2) Pajak restoran, intensifikasi terhadap pajak restoran dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah pajak terutangnya melalui proses pemeriksaan wajib pajak yang menghasilkan  reakumulasi omzet sebagai dasar pengenaan pajak;
3) Pajak hiburan, untuk pajak hiburan kegiatan intensifikasi belum dilaksanakan sepenuhnya mengingat potensi pajak hiburan yang relatif lebih sedikit dari jenis pajak lainnya;
4) Pajak reklame, intensifikasi pajak reklame telah dimulai sejak tahun 2015 dengan diterbitkannya Perturan Walikota No. 10 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2013 tentang penetapan nilai sewa reklame, selanjutnya pada tahun 2018 BPKD kembali melakukan intensifikasi dengan melakukan verifikasi dan pendataan ulang terhadap objek pajak reklame sesuai jenis dan zonanya;
5) Pajak parkir, intensifikasi terhadap pajak parkir telah dilaksanakan pada Tahun 2018 yang menghasilkan kenaikan pajak terutang dari wajib pajak parkir seperti outlet waralaba dan pelayanan dari lembaga perbankan;
6) Pajak air tanah, intensifikasi terhadap pajak air tanah juga telah dilaksanakan pada tahun 2018 atas jumlah ketetapan pajak terutang pemanfaatan air tanah, sehingga berhasil meningkatkan realisasi penerimaan secara signifikan;
7) PBB-P2, intensifikasi terhadap PBB-P2 secara kontiniu telah dilaksanakan setiap tahunnya melalui kegiatan pemeliharaan basis data dengan menyesuaikan NJOP dan status objek PBB-P2;
8) BPHTB, intensifikasi BPHTB juga telah dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan PPAT/Notaris.

Pendapatan Kota Pematangsiantar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya dan usaha dari pada Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam mendayagunakan serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada secara optimal.
Transparansi dan penyederhanaan proses penetapan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah yang ditempuh dan terus ditingkatkan didalam menunjang rasa kedekatan dan tanggung jawab antara masyarakat selaku subjek pajak/retribusi dengan pemerintah kota pematangsiantar.
Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya yang dilakukan yaitu :
1. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang telah dimiliki.
2. Mendorong peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
3. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak.
4. Pemberian dalam bentuk reward bagi wajib pajak yang melunasi kewajibannya tepat waktu.

Beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi PBB yaitu :
1. Mengaktifkan Mobil Layanan keliling setiap hari kerja mendatangi kelurahan, terutama kelurahan yang jauh dari kantor BPKD dan realisasi yang masih tertinggal dibanding kelurahan lainnya. Pengaktifan  mobil layanan ini dimulai sejak tahun 2016. Sampai saat ini ada 2 mobil layanan keliling yang aktif.
2. Sejak tahun 2016 diadakan kupon undian untuk setiap lembar bukti pembayaran PBB. Penukaran kupon undian diberikan sebelum jatuh tempo pembayaran PBB pada akhir bulan September. Hadiah Berupa emas murni seberat 1 gram, 2 gram dan 5 gram. 
3. Pemberian penghargaan tidak hanya kepada warga yang membayar pajak tetapi diberikan juga kepada Camat, Lurah dan petugas kelurahan terbaik diberikan hadiah wisata. Pemberian hadiah ini dilakukan pada acara “Pajak Award”. Dengan penghargaan untuk petugas ini diharapkan para Camat, Lurah dan Petugas Kelurahan semakin aktif untuk membantu meningkatkan  potensi dan realisai PBB.  Acara ini diselenggarakan pada bulan Oktober setiap tahunnya.
4. Namun bagi wargsa yang terlambat membayar PBB tetap diberikan apresiasi berupa “Lucky Draw” yang di undi setiap hari kerja berupa hadiah hiburan seperti pulpen, payung, jam dinding.
5. Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi PBB adalah melampirkan bukti pembayaran PBB sebagai salah satu kelengkapan berkas administrasi dalam setiap pengurusan di kantor pemerintahan dan sekolah/universitas negeri.
6. Sebelum verifikasi berkas BPHTB terlebuh dahulu diwajibkan untuk membayar PBB dan untuk mengurus sertifikat harus mempunyai dan melunasi PBB.
7. Dalam peningkatan realisasi BPHTB dilakukan kerja sama dengan pihak notaris dan Kantor BPN antara lain :
a) Kerja sama dengan pihak Notaris dilakukan dengan cara mengupayakan agar setiap verifikasi menggunakan data pasar/data transaksi yang wajar.
b)  Diadakan pemeriksaan lapangan untuk data yang masuk untuk memastikan apakah data yang disampaikan udah sesuai .
c)  Dan sebelum mengurus sertifikat tanah diwajibkan untuk verifikasi terlebih dahulu dan membayar BPHTB.
d) Bidang Pendapatan II terus berupaya untuk dapat meningkatkan potensi dan realisasi PBB dan BPHTB. Beberapa strategi untuk meningkatkan Potensi PBB yaitu dengan adanya kegiatan Pemeliharaan Basis Data yang melibatkan Lurah dan Petugas RT/RW. Kegiatan ini meliputi pendataan Objek baru dan Pemutakhiran data yang telah terdaftar sebagai Objek Pajak. Pendataan ini dilaksanakan karena masih banyak Objek yang belum terdaftar dan Objek yang telah terdaftar namun telah mengalami perubahan seperti Tanah kosong menjadi Tanah dan Bangunan. Dengan adanya kegiatan ini terjadi peningkatan Potensi dan Jumlah Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal laporan realisasi dan piutang PBB telah mendapat apresiasi dari BPK dan menjadi  yang terbaik di Sumatera Utara dan beberapa Kabupaten/Kota telah melakukan Konsultasi ke BPKD. Validasi terhadap piutang terhadap piutang PBB sebelum serah terima tahun 2013 (piutang pajak mulai tahun 2012) telah selesai dilaksanakan.

Secara garis besar dari kegiatan intensifikasi terhadap jenis pajak yang disebutkan di atas tercermin dari tercapainya target kinerja pemungutan pajak daerah di kota pematangsiantar pada tahun 2018.
Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2018 adalah :
1. Masih kurang akuratnya data obyek pajak daerah.
2. Kurangnya pengawasan terhadap wajib pajak dan petugas wajib pajak.
3. Kurangnya sumber-sumber pendapatan yang mampu meningkatkan PAD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Solusi yang diakukan adalah :
1. Pembaharuan data obyek pajak dengan peningkatan sistem dan peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.
2. Pengawasan terhadap wajib pajak serta peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak.
Mencari serta menciptakan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

	
	
	

	VII.
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Pencapaian Kinerja Kunci (IKK)

	
	

	
	Pada Tahun 2018 Pemerintah Kota menyelenggarakan urusan Sebagaimana dimaksud UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
1. Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri : 
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan social
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
2. Urusan Pemerintah Pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.
3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
a. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang administrasi pemerintahan 
b. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang perencanaan 
c. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang keuangan 
d. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang kepegawaian 
e. Fungsi penunjang urusan pemerintah daerah  bidang pengawasan
4. Urusan Pemerintahan Umum.
5. Tugas Pembantuan, meliputi : tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi, dan tugas pembantuan kepada desa/kelurahan.
6. Tugas Umum Pemerintahan meliputi : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulanan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Pelaksanaan Urusan tersebut dapat dilihat dari capaian Kinerja untuk masing-masing indikator yakni Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut :

	
	

	
	1. Aspek Tataran Pengambil Kebijakan.

	
	
	
	

	
	1.1.  Aspek  ketentraman dan ketertiban umum daerah.
1. Fokus peraturan tentang ketertiban penataan ruang :
a. Keberadaan Perda IMB, ada yakni Perwa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
b. Rasio Rumah  ber IMB, dimana jumlah rumah ber IMB pada tahun 2018 sebanyak  97.725 unit dari total  jumlah rumah   seluruhnya sebanyak 118.039 unit. Pada Indikator ini pencapaian kinerja adalah 58.45 %.
c. Keberadaan Perda RTRW, ada yakni Perda No.1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 -2032.
2. Peraturan Tentang  Kependudukan
a. Pengurusan E-KTP, dimana jumlah penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP pada Tahun 2018 sebanyak  208.715 orang dari total jumlah penduduk yang  wajib memiliki KTP sebanyak 211,750 orang. Pada Indikator ini pencapaian kinerja adalah 87,97 %.
b. Biaya KTP, pada pelayanan KTP di Kota Pematangsiantar tidak dikenakan biaya KTP (Gratis) sebagaimana  yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  dan Pencatatan Sipil di Kota Pematangsiantar.
3. Personil Satpol PP 
Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk, jumlah personil Satpol  PP pada akhir Tahun 2018 sebanyak  92 orang per 10.000 jiwa, (jumlah penduduk Tahun 2018 sebanyak  282,101. Pada Indikator ini pencapaian kinerja adalah 0.00033 %. Semakin kecil capaian pada indikator ini semakin baik.
4. Kebijakan  bidang penanganan PSK,   PKL, atau PMKS, ada  yakni Perda Nomor : 9 Tahun 1992  tentang Wajib Bersih Lingkungan Keindahan dan Ketertiban Umum. dan Perda No  11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
5. Peraturan tentang Kebersihan Kota, ada  yakni Perda Nomor : 9 Tahun 1992  tentang Wajib Bersih Lingkungan Keindahan dan Ketertiban Umum. Sampai saat ini masih diberlakukan Perda dimaksud namun perlu dikakukan perubahan Perda sesuai dengan kondisi pada masa kini. Khusus pengelolaan sampah  berdasarkan  Perda No  11 Thn 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.2. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah  dengan kebijakan pemerintah
1. Penyampaian laporan kepada pemerintah
Ketepatan waktu penyampaian LPPD  Tahun 2016 berdasarkan PP Nomor 3  Tahun 2007, Penyampaian kepada Kementerian Dalam Negeri  sudah tepat pada tanggal 28 Maret 2018 tanda terima ada pada data dukung.
2. Penyampaian laporan keuangan dan kinerja
a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI, tepat dengan bukti pengiriman Surat No. 900/982/11/2018 tgl 23 Pebruari 2018.
b. Ketepatan waktu penyampaian Laporan  kinerja berdasarkan PP 8/2006, tepat sesuai dengan bukti print out  lewat aplikasi SAKIP tertanggal 29 Maret 2018, sedangkan untuk Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat provsinsi Sumatera Utara  tepat sesuai dengan data dukung bukti pengiriman yang ada pada Buku Data Dukung LPPD ini..
3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Urusan yang sudah diterapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh pemerintah. Beberapa OPD sudah menetapkan SPM dan mengacu kepada  SPM Kementerian antara lain :
a. SPM bidang  pendidikan dasar.
b. SPM bidang kesehatan.
c. SPM RSUD Dr. Djasamen Saragih.
d. SPM bidang pengendalian penduduk dan KB.
e. SPM bidang sosial.
f. Pengendalian bidang pencemaran air dan sumber air dan  pos pengaduan
g. SPM bidang ketenagakerjaan.
h. SPM tentang pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
i. SPM tentang pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
j. SPM bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.
k. SPM bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan  hak anak.
l. SPM pelayanan minimal kelurahan Kecamatan  Siantar Timur.
m. SPM pelayanan pada dinas PMD & PTSP.
4. Hubungan antar daerah dalam bentuk Kerjasama dengan daerah lain (Kab/Kota/Propinsi/Pusat) dilaksanakan oleh beberapa OPD antara lain : 
a. MOU Pemerintah Kota Pematangsiantar dengan Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dan Kepolisian Resort Pematangsiantar.
b. Perjanjian Kerjasama SEKWAN dengan Universitas Panca Budi.
c. Perjanjian Kerjasama SEKWAN dengan Rumah Sakit Columbian Medan.
d. Nota Kesepahaman RSUD dr. Djasamen Saragih dengan  PT. Bank Rakyat Indonesia.
e. Perjanjian Kerjasama RSUD dr. Djasamen Saragih dengan  Rumah Sakit QQ Yayasan Harapan Romora.
f. Perjanjian Kerjasama RSUD dr. Djasamen Saragih dengan  Asosiasi Pasar Tani Siantar Mandiri.
g. Perjanjian Kerjasama RSUD dr. Djasamen Saragih dengan  Rumah Sakit Vita Insani tentang pengadaan Laboratorium untuk Pasien BPJS dan umum.

1.3. Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah  dengan kebijakan pemerintah.
1. Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.
Kesesuaian prioritas pembangunan, dimana prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional sebanyak  11   program, sementara Prioritas pembangunan nasional Tahun 2018   sebanyak   9 bidang prioritas. Pada Indikator ini pencapaian kinerja adalah 100 %.
2. Kewenangan, dengan berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 maka urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar adalah sebanyak 24 Urusan Konkuren berbeda dengan PP Nomor 3 tahun 2007 dimana Urusan desentralisasi sebanyak 26 urusan. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan perangkat Daerah, Kepegawaian pada Tahun 2018 menjadi Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjadi Urusan Pemerintahan Umum.
3. Keuangan :
a. Waktu penetapan  Perda APBD, Tepat dimana Perda No. 7 Thn  2017 tentang  Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2017.
b. Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005, ada yakni Perda No. 10 Thn  2007   tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Belanja untuk pelayanan dasar asal 12 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda ayat (1). Pelayanan dasar terdiri dari :  Urusan Wajib  yakni : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Serta Urusan Sosial Sebesar Rp.823.380.882.604,95 dibandingkan dengan  jumlah belanja Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 946,371,514,745.45, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  87,00 %.
d. Belanja untuk urusan pendidikan dan Kesehatan, sebesar Rp. 163.573.226.781,00 yang dialokasikan untuk belanja Dinas Pendidikan sebesar Rp. 44.097.602.510 dan belanja untuk urusan kesehatan sebesar Rp. 119.475.624.271 dibagi jumlah belanja Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 946,371,514,745.45, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  14,89 %.

1.4. Efektivitas Hubungan Antara Pemda Dan DPRD
1. Pelayanan Publik
Keberadaan perda tentang standar pelayanan publik  sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada yakni Perda No. 3 Thn 2005 tentang Kewajiban menyediakan fasilitas pengaman pada objek vital dan fasilitas publik di Kota Pematangsiantar.
2. Kepegawaian
a. Ratio ASN  terhadap penduduk, dimana jumlah ASN sebanyak 4.630 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 282.101 jiwa, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar 1,64 %.
b. Sistem informasi kepegawaian, pada Pemerintah Kota pematangsiantar sudah menggunakan Sistem Informasi Kepegawian yang berbasis apliklasi seperti SIMPEG, SAPK, maupun pendaftaran Ulang  ASN melalui PUPNS.
3. Kelembagaan
Penataan Perangkat Daerah dilakukan  melalui Perda maupun Peraturan Walikota/Perwa, dimana pada Tahun 2018 Kondisi kelembagaan Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai berikut : Sekretariat 2 yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas 17 Unit, Inspektorat 1 Unit, Badan 5 Unit  kecamatan 8 Unit dan  Kelurahan 53 Unit.
4. Produk peraturan perundangan
Peraturan daerah  yang ditetapkan pada Tahun 2018 sebanyak 2 buah Perda.
5. Ranperda yang diajukan tahun berjalan
Pada Tahun 2018 Ranperda yang diajukan oleh pihak pemerintah daerah Kota Pematangsiantar sebanyak 2 buah Ranperda dan keduanya disetujui oleh DPRD dan disahkan menjadi Perda, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar 100 %.

1.5. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan
Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2018 sebanyak 21 Keputusan.

1.6. Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan.
a. Tindaklanjut keputusan Walikota
Keputusan Walikota yang  ditindaklanjuti, dimana jumlah keputusan yang ditindaklanjuti sebanyak 1.254 dan Semua keputusan Walikota yang diterbitkan dilaksanakan, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  100 %.
b. Tindaklanjut Peraturan Walikota
Peraturan Walikota yang  ditindaklanjuti, dimana jumlah Peraturan Walikota yang sebanyak 43 Perwa ditindak-lanjuti seluruhnya,  maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  100 %.

1.7. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan
Tentang Perda yang dibatalkan,  pada Tahun 2018 tidak ada yang dibatalkan.

1.8. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan  masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah.
a. Perda tentang konsultasi publik  ada, Peraturan Walikota No 35 Thn 2018 tentang Penyelenggaraan  Penanganan Pengaduan masyarakat  melalui aplikasi  manajemen pelayanan publik.
b. Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik antara lain :
1) Disdik.pematangsiantar.go.id
2) SPIPISE (perizinan secara on line)
3) Siantar Quik Service (SQS)
4) E-office
5) E-Planning.pematangsiantar.go.id
6) http://www.LPSEpematangsiantarkota.go.id
7) ttp://www.pematangsiantar.go.id
8) http://www.siantarsmartcity.go.id
9) http://www.dishub.pematangsiantar.go.id
10) http://www.dispar.pematangsiantar.go.id
11) http://www.dpmptsp.pematangsiantar.go.id
12) http://www.bkd.pematangsiantar.go.id
13) ttp://www.diskominfo.pematangsiantar.go.id
14) http://www.bpkd.pematangsiantar.go.id
15) http://www.setianegara.pematangsiantar.go.id
16) ttp://www.puskesmasparsoburan.pematangsiantar.go.id

1.9. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK & bagi hasil.
a. Serapan dana perimbangan, dimana dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan sebesar Rp. 808,465,215,000.00 terserap sebesar Rp. 796,804,963,671.00, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  98,56 %.
b. Alokasi belanja pada APBD dari DAU, jumlah belanja publik sebesar Rp 486,688,957,235.03 sementara DAU sebesar Rp.  583,106,207,000.00, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  83,46 %. 
c. Alokasi belanja pada APBD, belanja langsung terhadap total APBD, dimana total belanja Langsung sebesar Rp. 486,688,957,235.03  dibandingkan dengan total belanja APBD sebesar                             Rp. 946,371,514,745.45, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  51,43 %. 

1.10. Intensitas efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman / obligasi daerah.
Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi), dimana Jumlah PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 100,418,720,291.78 dibandingkan dengan  Total Pendapatan APBD sebesar Rp. 942,281,302,172.78, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  10,66 %. 

1.11. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan  pengawasan APBD.
1. Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu), dimana Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2017 dan 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).
2. Besaran SILPA Tahun 2018 sebesar Rp. 65,646,919,395.02 dibandingkan dengan Total Pendapatan APBD sebesar Rp. 942,281,302,172.78, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  6,97 %. Semakin kecil perolehan Ratio ini semakin baik.
3. Realisasi belanja, dimana realisasi belanja sebesar Rp. 946,371,514,745.45 dibandingkan dengan  anggaran belanja sebesar Rp. 1,098,769,043,779.19, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  86,13 %. 
4. Pengawasan Inspektorat Kota, dimana temuan BPK RI sebanyak 826 (temuan miulai Tahun 2015  sampai Tahun 2017) sudah ditindaklanjuti sebanyak 603 temuan, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  73 %.

1.12. Pengelolaan potensi daerah
1. Peta potensi daerah, dimana realisasi PAD 2018 sebesar Rp. 100,418,720,291.78 dibandingkan dengan terhadap potensi PAD sebesar Rp. 133,392,762,772.80, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar  75,28 %.
2. Peningkatan PAD, dimana pada Tahun 2017 sebesar Rp. 118,148,890,828.40 dan Pada tahun 2018 sebesar Rp. 133,392,762,772.80, maka capaian kinerja  pada indikator ini sebesar                  26,55 %.
1.13. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggraan pemerintahan daerah.
1. Penghargaan dari pemerintah  yang diterima oleh Pemda dalam Tahun 2018 sebanyak 33 buah penghargaan tingkat provinsi  dan pemerintah Pusat.
2. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar sudah menggunakan E-procurement dan sudah beroperasi  semenjak 05 Pebruari 2013   (http:// LPSE Pematangsiantarkota.go.id).
3. Daya saing daerah, dimana Jumlah persetujuan investasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 503.837.135.749,00.


Untuk perhitungan masing masing indikator pelaksanaan Tataran  Pengambilan  Kebijakan  dapat dilihat pada Buku Template Kota Pematangsiantar pada Format II-1, sedangkan data dukung untuk masing-masing Indikator ada pada Buku Data Dukung  LPPD Kota Pematangsiantar Tahun 2018.

	
	
	
	

	
	2. Tataran Pelaksana Kebijakan.

	
	
	

	
	
	Untuk pencapaian masing-masing  OPD penyelenggaran 8 aspek  administrasi Umum dapat dirangkum sebagai berikut :


	PENCAPAIAN PENYELENGGARAN 8 ASPEK ADMINISTRASI UMUM FORMAT II-2

	NO
	ASPEK
	FOKUS
	NO
	IKK
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Kebijakan Teknis  Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan

	Program Nasional (yg melekat di Kementerian/LPND) yg harus dilaksanakan oleh  OPD
	1
	Rasio jumlah program Nasional yg dilaksanakan oleh  OPD
	Rata-rata Dilaksanakan oleh OPD

	
	
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
	2
	Keberadaan Standar Operating Procedure (SOP)
	Seluruh OPD sudah Mempunyai SOP

	2
	Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-Undangan
	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan OPD  menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
	3
	Jumlah PERDA  pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
	Minimal Melaksanakan Perda APBD, Perda Perubahan dan Perda Pertanggungjawaban APBD

	3
	Penataan Kelembagaan Daerah
	Pengisian struktur jabatan
	4
	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
	Seluruh  Jabatan sudah terisi di beberapa OPD ada Pelaksana Jabatan.

	
	
	
	5
	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD
	Rata Rata Tidak  Ada Kecuali Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

	4
	Pengelolaan Kepegawaian Daerah
	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD  yang relevan dengan urusan terkait
	6
	Rasio PNS Kota
	Sudah Mencukupi

	
	
	
	7
	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
	Masih Kurang

	
	
	
	8
	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
	Rata-rata Memenuhi  Persyaratan sebagaimana
Dimaksud dalam PP 12 Thn 2002.

	5
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	Kelengkapan dokumen perencanaan OPD  yang dimiliki oleh  OPD
	9
	Keberadaan dokumen perencanaan di OPD seperti : Renstra   OPD, Renja  OPD dan RKA-OPD
	Keseluruhan OPD memiliki Renstra, Renja dan RKA

	
	
	Sinkronisasi Program RENJA  OPD dengan Program RKPD
	10
	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA  OPD
	Rata-rata Dilaksanakan seluruhnya.

	
	
	Sinkronisasi program RKA OPD  dengan Program RENJA  OPD
	11
	Jumlah Program RENJA OPD yang diakomodir dalam RKA OPD
	Rata-rata Dilaksanakan seluruhnya.

	
	
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
	12
	Jumlah Program RENJA  OPD yang diakomodir dalam DPA   OPD
	Rata-rata Dilaksanakan seluruhnya.

	6
	Pengelolaan Keuangan Daerah
	Realisasi anggaran
	13
	Realisasi belanja OPD  terhadap total belanja APBD
	Rata-rata pencapaian  80 %

	
	
	Besaran belanja modal
	14
	Belanja modal terhadap total belanja OPD  (realisasi)
	Rata-rata pencapaian  80 %

	
	
	Besaran belanja pemeliharaan
	15
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
	Rata-rata pencapaian  80 %

	
	
	
	16
	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja OPD  (realisasi)
	Rata-rata pencapaian  80 %

	
	
	Laporan keuangan OPD
	17
	Keberadaan laporan keuangan OPD  (Neraca, Calk)
	Keseluruhan OPD memiliki Renstra, Renja dan RKA

	7
	Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Manajemen asset OPD
	18
	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD
	Keseluruhan OPD memiliki inventarisasi barang atau asset

	
	
	Penggunaan Asset OPD
	19
	Jumlah yang tidak digunakan oleh  OPD (dlm Rupiah)
	Rata-rata Aset seluruhnya digunakan

	8
	Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi Masyarakat
	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
	20
	Jumlah fasilitas / prasarana informasi  yakni : Papan Pengumuman,  Pos Pengaduan, Leaflet,   Mobil Keliling dan Pengumuman di media massa
	Keseluruhan OPD memiliki fasilitas Papan Pengumuman

	
	
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
	21
	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
	Hanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yg Menyelenggarakan Survey pada tahun 2018.




	
	
	
	

	
	3.
	Tataran  Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

	
	
	
	

	
	
	1.1. Urusan Wajib

	
	
	

	
	
	1.1.1. Urusan Pendidikan.
Kondisi sektor pendidikan pada Tahun 2018 khususnya pencapaian  kinerja Kunci (IKK) pada tataran pelaksana kebijakan (8 aspek) administrasi umum pada sektor bidang pendidikan sebagai berikut :
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak  sebanyak 6.112 Siswa sementara itu Jumlah anak usia 4 – 6 tahun,  pada Tahun 2018 sebanyak 15.642 orang, capaian kinerja  pada indikator ini sebesar 39,07 %.
2. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara).
Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis sebanyak 249,201 dibandingkan dengan  Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 249,296 pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  99,96 %.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.
Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B sebanyak 16.001 orang sedangkan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn, pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  95,05 %.
4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI.
Jumlah putus sekolah pada tingkat dan  jenjang SD/MI sebanyak 4 orang  dibandingkan dengan Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.362  orang. pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  0,07 %. Semakin rendah nilai perhitungan pada   Indikator ini semakin baik.
5. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs.
Jumlah putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs sebanyak 2 siswa, dibandingkan dengan Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 18.501 siswa. pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  0,01 %. Semakin rendah nilai perhitungan pada   Indikator ini semakin baik.
6. Angka Kelulusan (AL) SD/MI.
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI  sebanyak 5.326 siswa dari Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.362. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  100 %.
7. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs.
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs  sebanyak 6.038 siswa dari  Jumlah siswa tingkat tertinggi pada  jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 6.038 siswa.  Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  100 %.
8. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.
Jumlah  siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs  sebanyak 6,025 siswa dari jumlah  lulusan pada jenjang SD/MI  tahun ajaran sebelumnya  sebanyak 5.326.   Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  113.12  %.
9. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 2.878 dari total Jumlah  Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA  sebanyak 3.245. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  88,69  %.

1.1.2. Urusan Kesehatan.
Pencapaian  kinerja Kunci (IKK) pada Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum pada sektor kesehatan  adalah sebagai   berikut :
1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, dimana  jumlah  komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan di wilayah Kota Pematangsiantar.
2. Jumlah  komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif  di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 833 Kompilasi kebidanan dari Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di wilayah Kota Pematangsiantar Pada Tahun 2018 sebanyak 977 orang. Pencapaian pada indikator ini sebesar 90,38 %.
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dimana Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 4.137 dari Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 4.664. Pencapaian pada indikator ini sebesar 88,70 %.
4. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), Jumlah Desa / Kelurahan UCI   sebanyak  36 kelurahan dari  jumlah seluruh desa / kelurahan sebanyak 53 Kelurahan. Pencapaian pada indikator ini sebesar 67,92 %.
5. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu  wilayah  Kerja pada kurun waktu tertentu sebanyak 14 orang dari Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan  di Kota Pematangsiantar pada Tahun 2018 sebanyak 14 orang dan tertangani semua. Pencapaian pada indikator ini sebesar 100 %.
6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Jumlah  penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wilayah  Kerja  pada Tahun 2018 sebanyak 317 orang dari Jumlah  perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun waktu yang sama sebanyak 385 orang. Pencapaian pada indikator ini sebesar 82,34 %
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, jumlah  penderita DBD yang ditangani sesuai SOP  di satu wilayah  Kerja  pada Tahun 2018 sebanyak 188 orang dari Jumlah penderita DBD  yang ditemukan di Kota Pematangsiantar pada  Tahun 2018 sebanyak 188 orang. Pencapaian pada indikator ini sebesar 100 %.
8. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, Jumlah  kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata-1 sebanyak 8.088 orang dari Jumlah seluruh masyarakat miskin di Kota Pematangsiantar sebanyak 68.130. Pencapaian pada indikator ini sebesar 11,87 %.
9. Cakupan kunjungan bayi, Jumlah  kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di Kota Pematangsiantar pada Tahun 2018 sebanyak 3.761 orang dari Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu pada Tahun 2018 sebanyak 4.512.Pencapaian pada indikator ini sebesar 83,36 %.
1.1.3. Lingkungan Hidup.
1. Penanganan sampah, dimana volume sampah yang ditangani pada Tahun 2018 sebanyak 396 m3 volume produksi sampah 656.46 m3 atau tertangani sebesar 60,46 %.
2. kebersihan, jumlah pasar  tradisional tergolong baik sebanyak 1 dari dua pasar tradisional yang ada atau tercapai 50 %.
3. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk,  dimana Jumlah daya tampung  TPS (m3) (TPSS  457 unit x  2M³ + Tong sampah 130 x  0,06 M ³ ) = 921,80 M³  sedangkan  Jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 282.101 jiwa. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  0,81 %.
4. Penegakan hukum lingkungan, Jumlah  kasus lingkungan yang diselesaikan  adalah 1 kasus  tertangani semua atau pencapaian 100 %.
1.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
0. Panjang jalan Kota dalam kondisi baik, Panjang jalan Kota dalam kondisi baik  sepanjang  338,844 Km dari  total Panjang seluruh jalan sepanjang 377,696 km.   Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  89.71  %.
0. luas Irigasi Kota dalam kondisi baik, dimana Panjang seluruh irigasi kondisi  baik sepanjang 14.800 km dari total Panjang seluruh irigasi 22.090 km. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  67,00  %.
1.2. Perumahan Rakyat  & Kawasan Permukiman.
1. Rumah tangga ber sanitasi, dimana jumlah rumah tangga bersanitasi sebanyak 32,406 unit dari total jumlah  total rumah tangga sebanyak 58.803. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  55,11  %
2. kawasan kumuh, luas kawasan kumuh (Ha) di wilayah Kota Pematangsiantar pada Tahun 2018 seluas 188.38  Ha dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar 7,997.10 km². Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  0.02 %. Semakin kecil nilai Indikator ini  adalah semakin baik.
3. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, luas ruang terbuka hijau adalah  2621.93  ha  dari total luas  luas wilayah ber HPL/HGB  7,997.10 atau 32.79 %.
4. Rumah tangga pengguna air bersih, dimana jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 51,552 (Data dari PDAM Tirta Uli Pematangsiantar), dari  Jumlah seluruh rumah tangga    sebanyak 58,803. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  87,67 %.
5. Lingkungan pemukiman kumuh, dimana luas  luas lingkungan permukiman kumuh (1 ha=0,01 km²) adalah 188 ha dari total luas  Luas wilayah 7,997.10 km² (799.710 ha) Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  0.02 %. Semakin kecil Pencapaian pada Indikator ini semakin baik.
6. Rumah layak huni, dimana Jumlah rumah layak huni sebanyak 97.139  unit dari total Jumlah rumah sebanyak 118.039. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar   82.29 %.
1.3. Kepemudaan & Olahraga.
1. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebanyak 3 unit dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2018 yakni 282,101 jiwa x 1000.   Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  0.0035 %.
2. Jumlah lapangan olahraga di Kota sebanyak 3  buah dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2018 yakni 282,101 jiwa x 1000.. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 0.016 %.
1.4. Penanaman Modal.
Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah), Penanaman Modal di Kota Pematangsiantar Pada Tahun 2018 tidak ada.
1.5. Koperasi & UKM.
1. Jumlah Koperasi aktif sebanyak 151 unit dari Jumlah seluruh koperasi    369 unit.  Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 40,92 %.
2. Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 17.834 unit dari Jumlah UKM  sebanyak 17.865 unit. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 99,83 %
1.6. Kependudukan & Catatan Sipil.
0. Kepemilikan KTP, dimana jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 183.613 jiwa dari total jumlah penduduk wajib KTP (>17  dan atau  pernah/sudah  menikah) sebanyak 208.715 jiwa. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 87,97 %.
0. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk, dimana Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran sebanyak 103.652 jiwa dari total  Jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 282.101 jiwa. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  367,43.
0. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah diberlakukan di Kota Pematangsiantar.
1.7. Ketenagakerjaan.
1. Pelayanan  kepesertaan jaminan sosial bagi buruh/pekerja, dimana  jumlah buruh/pekerja peserta Jamsostek aktif Tahun 2018 sebanyak  5.841 orang  dibagi  jumlah buruh/Pekerja sebanyak 13.431 orang. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  43 %.
2. Pencari kerja yang ditempatkan, dimana Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 1.176 orang dari total Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 1108 orang. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  106,14 %.
1.8. Ketahanan Pangan.
0. Regulasi ketahanan pangan ada (Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 12 Thn 2009)
0. Ketersediaan pangan utama, dimana rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun sebesar 19,071 Kg  dibandingkan dengan total  Jumlah penduduk pada Tahun 2018 sebanyak 282.101 jiwa x 1000. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  67,60.
1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
0. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dimana 3,308 orang dari total Jumlah pekerja perempuan sebanyak 7,871 orang. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 42.03 %.
0. Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas, dimana Jumlah  anak perempuan usia > 15 tahun yg melek huruf sebanyak 92.429 orang dari total Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun sebanyak 92.429 orang.  Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 100 %.
0. Partisipasi angkatan kerja perempuan, dimana Jumlah  partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 2.951 Orang dari total Jumlah  angkatan kerja perempuan sebanyak 2.951 orang. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesai 100 %.
1.10. Pengendalian Penduduk dan KB.
1. Prevalensi peserta KB aktif, dimana Jumlah  peserta program KB aktif   sebanyak 30.492 orang dari total Jumlah   pasangan usia subur sebanyak 41,020 orang. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 74.33 %.
2. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PPLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan, dimana Jumlah PPLKB/PKB (PNS) sebanyak 44 orang  dibandingkan dengan Jumlah Kelurahan sebanyak 53 Kelurahan. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 83.02 %.
1.11. Perhubungan 
Angkutan darat, dimana Jumlah  angkutan darat (Angkot +Angdes) Thn 2018 yang izinnya dikeluarkan Pemerintah Kota Pematangsiantar  1.021 unit, sementara itu Jumlah penumpang angkutan darat sebanyak  9.180 orang (jlh penumpang  1 unit angkot= 10 orang). Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar  111,2 %.
1.12. Komunikasi & Informatika
1. Keberadaan Web site milik pemerintah daerah ada, antara lain : 
a. http://www.pematangsiantarkota.go.id, 
b. http://www.LPSE Pematangsiantarkota.go.id. Disdik.pematangsiantar.go.id
c. SPIPISE (Perizinan secara on line)
d. Siantar Quik Service (SQS)
e. E-office; E-Planning.pematangsiantar.go.id
f. http://www.LPSEPpematangsiantarkota.go.id
g. http://www.pematangsiantargo.id
h. http://www.siantarsmartcity.go.id
i. http://www.dishub.pematangsiantar.go.id
j. http://www.dispar.pematangsiantar.go.id
k. http://www.dpmptsp.pematangsiantar.go.id
l. http://www.bkd.pematangsiantar.go.id
m. http://www.diskominfo.pematangsiantar.go.id
n. http://www.bpkd.pematangsiantar.go.id
o. http://www.setianegara.pematangsiantar.go.id
p. http://www.puskesmasparsoburan.pematangsiantar.go.id 
q. hhtp//SIKS.Kemsos.Go.id
1. Mengikuti Pameran/expo antara lain : Pameran Ide Craft di Bandung, Pameran Batam Fiesta dan Indonesia City Expo di Tarakan.

1.13. Pertanahan 
1. Luas lahan bersertifikat terutama milik Pemerintah Kota Pematangsiantar pada tahun 2018 seluas 679.944,00 m2 dari total Luas  lahan yang seharusnya bersertifikat terutama milik Pemerintah Kota Pematangsiantar  seluas 1.042.744,20 m2. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 65,21 %.
2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara, sebanyak 1 Kasus (yakni masalah Tanah Pasar Horas) dan sudah ditangani dan  pada saat ini masih dalam proses Banding oleh pihak penggugat.
3. Penyelesian Ijin Lokasi. Untuk izin lokasi tertentu tidak ada  diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan terpadu  satu Pintu.
1.14. Pemberdayaan Masyarakat & Desa 
1. PKK aktif sebanyak 66 unit (1986 orang)  dan aktif semuanya. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 100 %.
2.  Jumlah Posyandu Aktif sebanyak 238 dan aktif semua. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 100 %.
1.15. Sosial 
0. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi  sebanyak 17 Unit di wilayah Kota Pematangsiantar.
3. Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta usia lanjut yang tidak potensial telah menerima jaminan, dimana Jumlah penyandang cacat baik fisik dan mental, serta usia lanjut yang tidak potensial yg telah menerima jaminan selama satu tahun sebanyak  40 dan menerima semuanya. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 100 %.
4. PMKS yg memperoleh bantuan sosial, dimana Jumlah PMKS yg diberikan bantuan sebanyak 8 PMKS dari total Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan sebanyak 14 PMKS. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 57.14  %.
1.16. Budaya.
1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 3 kali.
2. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 10 buah.
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, dimana  Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 17 buah dan dilestarikan semuanya. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 100  %.
1.17. Statistik.
1. Buku Kota dalam angka ada.
2. Buku PDRB Kota ada.
1.18. Kearsipan.
0. Penerapan pengelolaan arsip secara baku, dimana  Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 15 OPD dari total OPD sebanyak 33 dan kelurahan sebanyak 53 unit. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 17.44  %.
0. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dilaksanakan 3 kali.
0. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11,687 buah, sementara itu Jumlah  koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 24,086 buah. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 48.52 %.
0. Pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 sebanyak 31.915   orang dari total orang dalam populasi yg harus dilayani (usia 10-58 Tahun) sebanyak 60.000 orang. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 53.19  %.

	
	
	

	
	
	1.2. Urusan Pilihan.

	
	
	

	
	
	1.2.1. Kelautan dan Perikanan.
1. Produksi perikanan, dimana jumlah produksi Ikan (ton/tahun) sebanyak 708 ton dibandingkan dengan target daerah sebesar  450 ton. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 157,33  %.
2. Jumlah konsumsi ikan sebesar 225.789 kg sementara itu target daerah sebesar 338.683  Kg. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 66.67 %.
3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, sebanyak 31,808 ton, dibandingkan dengan luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya seluas 4,438 Ha. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 7.17 %.
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2018/Buku Siantar Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kota Pematangsiantar sebesar 206.66 Triliun rupiah dari total PDRB sebesar 12,443,85 triliun rupiah. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 1.66 %.
1.2.2. Pariwisata.
0. Kunjungan wisata ke Kota Pematangsiantar pada Tahun 2018 sebanyak 405,351  orang terdiri dari Wisatawan  Mancanegara (Wisman) sebanyak 1.987 orang  dari target pada Tahun 2018 2.000 orang dan Wisatawan Nusantara (WISNU)/Lokal sebanyak 403.364 orang dari target daerah sebanyak 500.000 orang.
0. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2018 sebesar 75,29 Triliun rupiah dari total PDRB sebesar 12,443,85 triliun rupiah. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 0.61 %.
1.2.3. Industri.
0. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2018/Buku Siantar Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kota Pematangsiantar sebesar 2,79 Triliun rupiah dari total PDRB sebesar 12,443,85 triliun rupiah. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 22.50 %.
0. Pertumbuhan Industri di Kota Pematangsiantar sebagai berikut : Jumlah Industri pada Tahun 2017 adalah 612 Unit, dan pada Tahun  2018 sebanyak 705 unit. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 7.77 %. Terjadi Pertumbuhan industri sebanyak 7 persen dari Tahun 2017 ke Tahun 2018.
1.2.4. Perdagangan.
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018 sebesar 3,05 Triliun rupiah dari total PDRB sebesar 12,443,85 triliun rupiah. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 24.53 %.
2. Ekspor Bersih Perdagangan, Ekspor yang dilakukan Kota pematangsiantar khususnya Ekspor Rokok Sigaret Putih  sebesar Rp. Rp. 397,728,000,000, sementara itu impor tidak ada.
1.2.5. Transmigrasi
Untuk Transmigrasi dalam bentuk transmigrasi swakarsa tidak pernah dilakukan.

	
	
	

	
	
	1.3. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

	
	
	

	
	
	1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda yakni Perda Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025.
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, ada yakni Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang  Rencana Pembangunan  Menengah  Daerah   Kota Pematangsiantar 2017-2022.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan Perkada, ada yakni  Perwa Kota Pematangsiantar No.   16 Tahun 2017  tentang Rencana Kerja Pemerintah   Daerah (RKPD)  Kota Pematangsiantar Tahun 2018.
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD, dimana Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan sebanyak 258 program, sedangkan yang ada didalam RKPD Tahun 2018 sebanyak  260 program. Pada indikator ini pencapaian kinerja sebesar 100.78 %.
5. Sistim Informasi Manajemen Pemda, dimana Sistem Informasi Manajemen yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar sebanyak 26 Aplikasi.
6. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, pada Tahun 2018 masih dilakukan oleh 1 OPD yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.
7. Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Survey  Kepuasan Masyarakat tentang Perizinan (Dinas Penanaman Modal & PTSP).

	
	
	

	
	
	1.4.  Urusan Pemerintahan Umum

	
	
	

	
	
	0. Kegiatan pembinaan politik daerah dilaksanakan 1 kali.
0. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilaksanakan 1 kali.

	
	
	

	
	
	Untuk lebih jelasnya  pelaksanaan Tataran  Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan dapat dilihat pada Buku Template Kota Pematangsiantar pada Format II-3, sedangkan data dukung untuk masing-masing Indikator ada pada Buku Data Dukung  LPPD Kota Pematangsiantar Tahun 2018.

	
	

	
	

	VIII.
	PENUTUP

	
	

	
	Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi   yang   disampaikan    oleh   Pemerintah    Daerah kepada  masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan    pemerintahan    daerah    selama  Tahun Anggaran 2018.
Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara rinci dijabarkan dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018. 
Secara umum penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek Pengambilan Kebijakan, dengan capaian Kinerja sangat baik, hal ini dapat dilihat  pada IKK Format II-1 terdapat 44 Indikator Kinerja Kunci dan 70 Sub Indikator Kinerja Kunci dengan Status Kinerja   Sangat Tinggi = 43 IKK atau 61,42 %,  Status Kinerja   Tinggi = 17 IKK atau  24,28 %, Status Kinerja   Sedang= 3 IKK atau  4,28 % dan Status Kinerja   rendah = 2 IKK atau 2,85 %.  
Penyelenggraan urusan pemerintahan berdasarkan indikator Kinerja Kunci (IKK) pada aspek pelaksana Kebijakan dengan capaian Kinerja baik. Pada Pelaksana Kebijakan ini ada 67 IKK urusan Wajib, 11 IKK Urusan Pilihan, 6 IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, dan 2 IKK Urusan Pemerintahan Umum.  Adapun capaian atas IKK tersebut adalah  status kinerja sangat tinggi sebanyak 80 indikator atau  52,28 %,  status kinerja  tinggi sebanyak 28  indikator atau  18,30 %, status kinerja sedang  sebanyak 18 indikator atau 11,76 % dan  status kinerja rendah sebanyak 27 indikator atau             17,64 %.
Dari hasil capaian tersebut diatas  Pemerintah Kota Pematangsiantar tetap melakukan perbaikan secara berkelanjutan, khususnya kinerja yang masih rendah dan sedang, melalui peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pada masa mendatang.
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 disampaikan kepada  segenap masyarakat atas segala dukungan dari semua stakeholders  dalam  penyelenggaraan Pemerintah Kota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2018 yang lalu,  kami ucapkan terimakasih.
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